
 

BUPATI PONOROGO 

PROVINSI JAWA TIMUR 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO 

NOMOR   2   TAHUN 2014 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI PONOROGO, 

 

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang 
menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan 

sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka 
perlu dilakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014; 

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 perlu ditetapkan 
dengan Peraturan Daerah;    

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi 

Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan 
Batas Wilayah Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 
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tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur & Undang-Undang 16 

Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa 
Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 

  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi 

dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3851); 

  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 4287); 

  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara  Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 4355 ); 

  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400); 

  7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

  8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa 
kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 

32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

  9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara  Republik 
Indonesia Nomor 4438);   

  10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara  Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 5049); 

  11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 
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  12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4028); 

  
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 98, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 

2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4712); 

  
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 4502) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 5340); 
  

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 4575); 

  
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 

4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 
5155); 

  
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 4578); 
  

18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4585); 

  
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4593); 
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20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4614) 

  
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 
  

22. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4972); 
  

23. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan 

Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 5161); 
  

24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 5165); 
  

25. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 5219); 
  

26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 5272); 

  
27. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 
  

28. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan 

Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah; 
  

29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 168/PMK.07/2009 tentang Pedoman Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan 
Daerah untuk Penanggulangan Kemiskinan; 

  
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 



- 5 - 

  
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 

Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah; 

  
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, 

Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional; 
  

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang 

Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan  Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah; 
  

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014; 
  

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

  
36. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ponorogo Nomor 1 Tahun 1996 tentang Penyertaan Modal Daerah 

Tingkat II Ponorogo pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ponorogo Tahun 1996 Nomor 
19/C); 

  
37. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 5 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil 

Bupati Ponorogo (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2005 Nomor 5/C); 

  
38. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2007 Nomor 2/C); 

  
39. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 3 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo  (Lembaran Daerah Kabupaten 
Ponorogo Tahun 2006 Nomor 3/C); 

  
40. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten 

Ponorogo (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2008 Nomor 10); 

  
41. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah 

Daerah Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bank Jatim (Lembaran Daerah Kabupaten 

Ponorogo Tahun 2010 Nomor 2); 
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42. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah 

Daerah Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kabupaten 
Ponorogo (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2010 Nomor 3); 

  
43. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah 

Daerah Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bank Prekreditan Rakyat Jawa Timur (Lembaran 

Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2010 Nomor 4); 
  

44. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah (RPJPD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2010 Nomor 
6); 

  
45. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2010 Nomor 
10); 

  
46. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanag dan Bangunan 

(Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2011 Nomor 3); 

  
47. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Ponorogo Tahun 2011 Nomor 4); 
  

48. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembangunan, Penataan dan Retribusi 

Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2011 Nomor 11); 
  

49. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Ponorogo Tahun 2011 Nomor 12); 
  

50. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2011 Nomor 13); 
  

51. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah 
Kabupaten Ponorogo Tahun 2011 Nomor 14); 

  
52. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah 

Kabupaten Ponorogo Tahun 2011 Nomor 15); 

  
53. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu (Lembaran 

Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2011 Nomor 15); 
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  54. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah 

Sakit Umum Daerah Dr. Harjono Kabupaten Ponorogo (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2011 Nomor 
17); 

  
55. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 7 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2013 Nomor 1); 

  
56. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2013 tentang Dana Cadangan untuk Pemilihan Kepala 

Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 

2013 Nomor 4); 
  

57. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2014 Nomor 

1); 
 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONOROGO 

Dan 

BUPATI PONOROGO 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014. 

 
  Pasal   1 

  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 semula berjumlah Rp. 1.592.527.581.017,16 
bertambah sejumlah  Rp. 50.074.658.508,50 sehingga menjadi  Rp.  1.642.602.239.525,66 dengan rincian sebagai 
berikut  : 

  1. Pendapatan 

   a. Semula Rp 1.592.527.581.017,16   

   b. Bertambah Rp 50.074.658.508,50   

    Jumlah Pendapatan setelah Perubahan   Rp 1.642.602.239.525,66 
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  2. Belanja 

   a. Semula Rp 1.646.647.203.110,32   

   b. Bertambah Rp 107.403.761.788,28   

    Jumlah Belanja setelah Perubahan   Rp 1.754.050.964.898,60 

                (Defisit) setelah Perubahan  Rp (111.448.725.372,94) 

  3. Pembiayaan 

   a. Penerimaan     

    1)   Semula Rp 62.119.622.093,16   

    2)   Bertambah Rp 57.329.103.279,78   

          Jumlah Penerimaan setelah Perubahan   Rp 119.448.725.372,94 

   b. Pengeluaran     

    1)   Semula Rp 8.000.000.000,00   

    2)   Bertambah Rp 0,00   

          Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan   Rp 8.000.000.000,00 

    Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan   Rp 111.448.725.372,94 

    Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah Perubahan   Rp 0,00 

 
  Pasal   2 

  (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : 

   a.  Pendapatan Asli Daerah 

    1). Semula Rp 128.121.410.289,16   

    2). Bertambah Rp 38.824.932.483,00   

              Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan   Rp 166.946.342.772,16 

   b.  Dana Perimbangan 

    1). Semula Rp 1.090.690.431.401,00   

    2). Berkurang Rp (1.149.887.675,00)   

   Jumlah dana perimbangan setelah Perubahan   Rp 1.089.540.543.726,00 
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   c.  Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah 

    1). Semula Rp 373.715.739.327,00   

    2). Bertambah Rp 12.399.613.700,50   

   Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah setelah 

Perubahan 

 Rp 386.115.353.027,50 

  (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan : 

   a.  Pajak Daerah 

    1). Semula Rp 32.774.700.000,00   

    2). Bertambah Rp 5.225.000.000,00   

              Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan   Rp 37.999.700.000,00 

   b.  Retribusi Daerah 

    1). Semula Rp 14.318.835.960,00   

    2). berkurang Rp (1.456.593.517,00)   

             Jumlah Retribusi Daerah  setelah Perubahan   Rp 12.862.242.443,00 

   c.  Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 

    1). Semula Rp 1.531.521.329,16   

    2). Berkurang Rp (150.000.000,00)   

   Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 
dipisahkan setelah Perubahan 

  Rp 1.381.521.329,16 

   d.  Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah 

    1). Semula Rp 79.496.353.000,00   

    2). Bertambah Rp 35.206.526.000,00   

           Jumlah lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah 

setelah Perubahan 

  Rp 114.702.879.000,00 
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  (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan : 

   a.  Dana Bagi Hasil 

    1). Semula Rp 54.210.843.401,00   

    2). Berkurang Rp (1.149.887.675,00)   

             Jumlah dana bagi hasil setelah Perubahan   Rp 53.060.955.726,00 

   b.  Dana Alokasi Umum 

    1). Semula Rp 970.788.118.000,00   

    2). Bertambah/(berkurang) Rp 0,00   

             Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan   Rp 970.788.118.000,00 

   c.  Dana Alokasi Khusus 

    1). Semula Rp 65.691.470.000,00   

    2). Bertambah/(berkurang) Rp 0,00   

          Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan   Rp 65.691.470.000,00 

  (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan : 

   a.  Hibah 

    1). Semula Rp 0,00   

    2). Bertambah/(berkurang) Rp 0,00   

             Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan   Rp 0,00 

   b.  Dana  Darurat 

    1). Semula Rp 0,00   

    2). Bertambah/(berkurang) Rp 0,00   

             Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan   Rp 0,00 

   c.  Dana Bagi Hasil Pajak 

    1). Semula Rp 55.330.661.531,00   

    2). Bertambah Rp 23.823.133.496,50   

         Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan   Rp 79.153.795.027,50 
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   d.  Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 

    1). Semula Rp 268.522.630.796,00   

    2). Berkurang Rp (11.640.969.796,00)   

            Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 

setelah Perubahan 

  Rp 256.881.661.000,00 

   e.  Bantuan keuangan dari provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya : 

    1). Semula Rp 49.862.447.000,00   

    2). Bertambah/(berkurang) Rp 217.450.000,00   

   Jumlah bantuan keuangan dari provinsi atau dari 
Pemerintah Daerah lainnya setelah Perubahan 

  Rp 50.079.897.000,00 

   
Pasal   3 

  (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : 

   a.  Belanja-Belanja Tidak Langsung 

    1). Semula Rp 1.132.638.996.861,62   

    2). Berkurang Rp (9.077.309.605,72)   

    Jumlah Belanja-Belanja Tidak Langsung setelah 
Perubahan 

  Rp 1.123.561.687.255,90 

   b.  Belanja-Belanja Langsung 

    1). Semula Rp 514.008.206.248,70   

    2). Bertambah Rp 116.481.071.394,00   

   Jumlah Belanja-Belanja Langsung setelah Perubahan   Rp 630.489.277.642,70 

  (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja : 

   a.  Belanja Pegawai sejumlah 

    1). Semula Rp 1.017.458.272.910,85   

    2). Berkurang Rp (21.401.481.802,72)   

   Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan   Rp 996.056.791.108,13 
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   b.  Belanja Bunga 

    1). Semula Rp 0,00   

    2). Bertambah/(berkurang) Rp 0,00   

   Jumlah Belanja Bunga  setelah Perubahan   Rp 0,00 

   c.  Belanja Subsidi 

    1). Semula Rp 0,00   

    2). Bertambah/(berkurang) Rp 0,00   

   Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan   Rp 0,00 

   d.  Belanja Hibah 

    1). Semula Rp 14.859.905.000,00   

    2). Bertambah Rp 2.084.500.000,00   

       Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan   Rp 16.944.405.000,00 

   e.  Belanja Bantuan Sosial 

    1). Semula Rp 9.899.690.050,77   

    2). Bertambah Rp 2.908.313.497,00   

            Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan   Rp 12.808.003.547,77 

   f.  Belanja Bagi Hasil 

    1). Semula Rp 1.620.075.000,00   

    2). Bertambah/(berkurang) Rp 0,00   

   Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan   Rp 1.620.075.000,00 

   g.  Belanja Bantuan Keuangan 

    1). Semula Rp 84.801.053.900,00   

    2). Bertambah Rp 7.331.358.700,00   

         Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan   Rp 92.132.412.600,00 

   h.  Belanja Tidak Terduga 

    1). Semula Rp 4.000.000.000,00   

    2). Bertambah/(berkurang) Rp 0,00   

            Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan   Rp 4.000.000.000,00 
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  (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf  b terdiri dari jenis belanja : 

   a.  Belanja Pegawai 

    1). Semula Rp 73.953.113.596,00   

    2). Bertambah Rp 7.391.506.579,00   

            Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan   Rp 81.344.620.175,00 

   b.  Belanja-Belanja Barang dan Jasa 

    1). Semula Rp 291.777.507.474,23   

    2). Bertambah Rp 43.888.331.615,00   

              Jumlah Belanja-Belanja Barang dan Jasa setelah 
Perubahan 

  Rp 335.665.839.089,23 

   c.  Belanja Modal 

    1). Semula Rp 148.277.585.178,47   

    2). Bertambah Rp 65.201.233.200,00   

          Jumlah Belanja Modal  setelah Perubahan   Rp 213.478.818.378,47 
   

Pasal   4 

  (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 terdiri dari : 

   a.  Penerimaan sejumlah  Rp. 119.448.725.372,94 

    1). Semula Rp 62.119.622.093,16   

    2). Bertambah Rp 57.329.103.279,78   

             Jumlah Penerimaan setelah Perubahan   Rp 119.448.725.372,94 

   b.  Pengeluaran sejumlah  Rp. 8.000.000.000,00 

    1). Semula Rp 8.000.000.000,00   

    2). Bertambah/ (berkurang) Rp 0,00   

             Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan   Rp 8.000.000.000,00 
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(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan : 

   a.  SILPA tahun anggaran sebelumnnya sejumlah  Rp. 61.819.622.093,16 

    1). Semula Rp 61.819.622.093,16   

    2). Bertambah Rp 57.329.103.279,78   

              Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnnya setelah 
Perubahan 

  Rp 119.148.725.372,94 

   b.  Pencairan Dana Cadangan sejumlah  Rp 0,00 

    1). Semula Rp 0,00   

    2). Bertambah/(berkurang) Rp 0,00   

             Jumlah pencairan Dana Cadangan setelah Perubahan   Rp 0,00 

   c.  Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah  Rp 0,00 

    1). Semula Rp 0,00   

    2). Bertambah/(berkurang) Rp 0,00   

   Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang 
dipisahkan setelah Perubahan 

  Rp 0,00 

   d.  Penerimaan Pinjaman Daerah  sejumlah Rp 0,00. 

    1). Semula Rp 0,00   

    2). Bertambah/(berkurang) Rp 0,00   

            Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah Perubahan   Rp 0,00 

   e.  Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah  0,00 

    1). Semula Rp 0,00   

    2). Bertambah/(berkurang) Rp 0,00   

         Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman  setelah 

Perubahan 

  Rp 0,00 

   d.  Penerimaan Piutang Daerah sejumlah  Rp. 300.000.000,00 

    1). Semula Rp 300.000.000,00   

    2). Bertambah/(berkurang) Rp 0,00   

            Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah Perubahan   Rp 300.000.000,00 
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(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf  b terdiri dari jenis pembiayaan : 

   a.  Pembentukan Dana Cadangan sejumlah Rp. 8.000.000.000,00 

    1). Semula Rp 8.000.000.000,00   

    2). Bertambah/(berkurang) Rp 0,00   

            Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah Perubahan   Rp 8.000.000.000,00 

   b.  Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah sejumlah  Rp 0,00 

    1). Semula Rp 0,00   

    2). Bertambah/(berkurang) Rp 0,00   

   Jumlah Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah 
setelah Perubahan 

  Rp 0,00 

   c.  Pembayaran Pokok Utang sejumlah  Rp 0,00 

    1). Semula Rp 0,00   

    2). Bertambah/(berkurang) Rp 0,00   

   Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh 
tempo setelah Perubahan 

  Rp 0,00 

   d.  Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah  Rp 0,00 

    1). Semula Rp 0,00   

    2). Bertambah/(berkurang) Rp 0,00   

   Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah 

setelah Perubahan 

  Rp 0,00 

 

   Pasal   5 

  Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, 
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari : 

 Lampiran    I Ringkasan Perubahan APBD; 

 Lampiran   II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD; 

 Lampiran  III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, 
Belanja dan Pembiayaan; 
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 Lampiran  IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, 

Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 

 Lampiran   V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan 

Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; 

 Lampiran  VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; 

 Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; 

 Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan 

kembali dalam tahun anggaran ini; 

 Lampiran  IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah. 
   

 Pasal   6 

 Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai 

landasan operasional pelaksanaan. 
 

 Pasal   7 

 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam 

Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo. 
 

 
Ditetapkan  di Ponorogo  

pada tanggal 18 Agustus 2014 

BUPATI PONOROGO 

TTD. 

H. AMIN, S.H. 
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Diundangkan di Ponorogo 

pada tanggal 18-08-2014 

An. BUPATI PONOROGO 
SEKRETARIS DAERAH 

YID. 

Dr. Drs. AGUS PRAMONO, M.M.  
Pembina Utama Muda 

NIP. 19700111 198903 1 002 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2014 NOMOR 2 

0 5 OCT 2020 
Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM 
SEKRETARIAT DAERAH 

CATUR RTIYAWAN S.H. 
07 199303 1 008 
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